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PENGATURAN HAK-HAK TERSANGKA/ TERDAKWA DALAM HUKUM
ACARA PIDANA SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK ASASI MANUSIA
DAN WARGANEGARA '

Oleh : Erna Yuliandari, SH*

ABSTRACT

life of sociery often happened doing an infustice resulting annoved of peacefulness
[ n and security. Regulation - regulation intend to be created 1o realize peacefulness of

soctetal life in arder to going 1o secure and prosperous and fair society. Essence and
inlention 15 extstence of law orders is to give justice guaraniee and to be guaranteed by rights
as human being and as cirizen. Constitutionally Indonesian nation have had regularion of base
concerning righis and obligarions for every 15 citizen, that is one side have same in law and
on the other side also obliged to respect law.

KRATA KUNCI: Hukum, Hak asasi manusia, warganegara

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masvarakat sering tegadi tindak  pidana yang mengakibatkan
terganggunva ketentraman. kcamanan dan kedamaian, bahkan tidak sedikit menimbulkan
korban jiwa dan kerugian harta benda. Mukum atay peraturan - peraturan sengma dicaptakan untuk
mewyjudkan ketentraman dan kedamaian hidup bormasyarakat delam rangka monuju masvarckat adil
dan sejahtera. Oleh karena it undang-undang telah mengatur bahwa barang siapa yang diduga
iciah melakukan Tindak Pidana dapat dijadikan tersangka sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal
| angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: "Tersangka adalah
seorang vang karena perbuatannya atau keadaarena, berdasarkan bukti permudacn yemg cukup
patd diciga sehagal pelafas tindak pidana *

Setip orang mengetahui, setidak-tidaknya merasakan, dan memperkirakan bahwa maksud
dan hakekat adanva aturan-aturan hukum dimaksud adalah memberi jJaminan keadilan serta
kepastian hukum bagt masvarakat, tampa terkecual terhadop mercka vang diduga'disangka telah
melakukan suatu tndak pidana vang menurut hukum juga patut dijamin hak-haknya sebagai
manusia dan schagai warga negara. Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya didalam hubum dan pemermtahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa secara konstitusional bangsa Indonesia telsh
mempunyal peraturan dasar mengenai hak dan kewajiban bagi setiap Wargancgaranya, vaitu
disatu sisi mempunyai kedudukan vang sama di dalam hulkum dan disisi lain juga wajib menjunjung
tnge hukum ity sendin dengan tidak ada kecualinga,.  Walaupun Undang-undang  membenkan
mamymmmmﬁmmmmmmmw}mg

* Artikel non penelitian
* DosanPredi PPkn FKIP UNS
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herbanding terbalik dengan kenyataan ril , salah satu bukti myatamya adalah beberapa kasus dan
pemberitaan mengena narapidana vang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber dava
manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang
terpadu. Kalimat diatas menjadi konsiderans dalam Undang- Undang No. 12 tahun 1993
tentang pemasvarakatan, vang sampai saal ini masih berlaku di negeri ini. Bahkan , dalam
undang-undang tersebut  vang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan & lembaga
pemasvarakam ( LP ) atan rumah tahanan bahwa sistem pemasyarakatan adalah rangkain
kegiatan penegakan hukum vang beriujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadan
kesalahannva, memperbaiki dirinyva dan tidak mengulang uindak pidana sehingga bisa ditennma
masvarakat. { C.I. Harsono H5. 1993 )

Warga binaan setelah keluar dan  pemara diharapkan dapat aktif berperan dalam
pembangunan dan hidup secara wajar scbagal warganegara yang baik dan bertanggugjawab.
Oleh karena itu dalam Pasal 5 UL pemasyarakian menegaskan sistem  pembinaan
pemasvarakatan  dilaksanakan berdasarkan @ a). pengayoman. b). persamaan perlakuan dan
pengavoman , ¢.) pendidikan . d.) pembimbingan ¢). penghormatan harkat dan martabat
manusia ) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya pendenitaan g) terjamunnya
hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam Pasal 14 UU Mo. 12 tshun 1995 napi juga diberikan hak mendapatkan
perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan
pelavanan keschatan dan makan vang lavak: menvampaikan keluhan; mendapatkan bahan
bacaan dan mengikuti siaran media masaa lamnya yang tidak dilarang; mendapatkan upaha
tau premi atas pekerjaan vang dilakukannva: menerima kunjungan keluararga, penasihal
Lwkum: atau orang lertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa  pidana ( remisi );
mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan
pembcbasan bersvarat; mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak lain vang
sesuai dengan undang-undanh vang berlaku.

Konsep pemasvarakatan yvang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 sebenarnya
merupakan konsep vang ideal , dimana sudah mengakomodir fungsi pemasyarakaian maupun
hak-hak asasi manusia Tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi rul lembaga
pemasvarakatn vang ada di [ndonesia. Beratnya proses pemasyarakatan narapidana bisa dilihat
dari kondisi Lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sangat mins, Perbandingan antara
jumlah petugas penjaga dan penghunu LF saat imi mencapai | . 60 hingga 1 @ 100. padahal
menurut perhitungan Dircktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak asasi
manusia. idealnyaa adalah 1 : 20

Wajar dengan kondisi tersebut timbul berbagai permasalahan didlam LP sperti
perkelahian, bentrok, narapida melarikan dini, hingga kasus-kasus mennggal dunia karena
berbagai sebab. Kondisi itu pula yang menyebabkan proses pemasvarakatan nerapidana ndak
semuanya bisa berjalan seperti yang diharapkan Angka kematian narapidana di LP tahun
2006 saja di DKI Jakarta : 351 orang, jawa barat : 91 orang banten 63 orang , Sumatera
Utara ; 52 orang: Jawa Timur (Kompas, Sabtu 21 Apnl 2007)

Melihat fakia diatas memang sulit untuk mewujndkan konsep pemasvarakatan yang
ideal sehagai salah satu hak narapidana dalam kaitanya dengan Hak Asasi manusia dan Juga




SEUMEAl warga Negara ingoncsia. Dalam Katannyva dengan perlindunga hak-hak asasi manusia
dan schagai warga Negara Indonesia dalam Hukum Acara Pidana di Negara kita telah
mengatur dan melindung hak-hak warganegara . Pengaturan mengenai hak-hak tersangka/
terdakwa dalam Hukum Acara Pidana selain diatur dalam UU mengenai Pemasvarakatan juga
diatur dalam KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) Walaupun sudah ada
Serbagai pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa namun dalam prakiek dilapangan
masih belum kita temuw kondisi vang menuju kearah ideal sesuai dengan amanat undang-
undang tersebut.

PENGERTIAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA

Hak dalam Bahasa Ingenis disebut “Righs” vang dalam “Black Law Dicticaiary™ diartikan
schagm: Jusice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principles of morais.
In @ narrower signification, an interest or title in an object of property; a just and legal claim to hold
Wse or enjay i, oF o comvey or donate i, as he may plese. Dengan kata lain hak berarti Keadilan,
mmmmmmsﬂmmmmmu@ berlaku. atau
memberikan kadar etka dan prinsip-prnsip peraturan dalam hukum vang berlaku. Dalam arti yang lebih
sempit, adalah kepentingan atau hak kepemilikan atas suatu obvek, hak vang benar dan sah
untuk memiliki, menggunakan, atay menikmatinva, atau mengalihkannya sebagaimana vang ia
inginkan. Sedangkan vang dimaksud dengan Tersangka dalam  “Black Law Drctionany™ diartikan
sehagni © Suspea, vaitw A person reputed or suspected 1o be imvolved in a crime atau dapat diartikan
Tersangka adalah seccorang vang disangka terlibat dalam suatu kggahatan. ( Henry Campbell Black,
Black Law Dictionory, Fifth edition )

Kenyataan menunjukkan bahwa setiap orang atau setiap manusia akan selalu memperjuangkan dan
mempertahankan hak-hakmva dan segala bentuk ancaman maupun kekerasan vang dibuat untuk
membatasi atan mengekang kebebasan terhadap hak-hak vang paling mendasar bagi manusia. Hak asasi
manusia bukan merupakan hal vang baru bagi bangsa Indonesia, karena hal tersebut sudah tercaniun
dalam Sila kedua Dasar Negara kita Pancasila vaitu , “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab™

Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tercantum dalam pasal-pasal Undang-
Undang Dasar 1945 secara jelas dan tegas antara lain di bidang politik, ekonomi. sosial, budnya. vang
telah dirumuskan jauh sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
(Umiversal Declaration of Human Rights) 1948 dideklarasikan, yvang kemudian dalam
perkembangannya dicantumkan dalam Amandemen Kedua, vang khusus menvangkut amandemen
Pasal 28 UUD 1945,

Sedanghan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia didefinisikan schagai “Seperangkat hak vang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan menupakan anugerah-Nya vang wajib dihormaty,
dunpung tinggl dan dilindung oleh Negara, hukum Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan seria
bahwa:

L Hak asast manusia adalah hak yang melekat pada setiap mahluk manusia, maksudnya adalah
meskipun tidak semua orang mengetahui bahwa iz adalah memiliki HAM. karena



keterbatasan akal pikiran dan dmu pengetahuanmva bukan berarti bahwa @ bdak mempumvan hak
sehagal manusia. karena ia sejak didalam kandungan (janin) dalam ralum sudah diangzap telah
Hal ini ditegaskan dalam pasal 53 UL HAM vang menvatskan bahwa | . Setiap anak sejak dalam
kandungan, berhak untuk hidup. mempertahankan hidup. dan meningkatkan taraf
kehidupannya”, yvang berarti bahwa HAM tersebut sudah melekat pada diri manusia, sejak
ta masth jamn didalam kandungan, sudah berhak untuk mdup dan mempercleh perlakuan
schaga mamesa sehingga ada konsebuensimya vatu apabila hak tersebut dilanggar hal itupun
sudah meru’pakan pelanggaran HAM, misalnva melakukan aborsi secara egal karena janin
tersebut tidak dikehendaki, akan tetapi ada konsekuensi lam musalmva bahwa jamn dalam
kandungan itu sudah memiliki hak sebagaimana anak, misalnva menjadh ahli wans, atau bahkan
pewarts apabila dilahirkan dalam keadaan hdup

2. Bahwa HAM merupakan anugerah Tuhan Maha Esa vang dibenkan langsung oleh Tuhan
kepada makluk vang bemama manusia, vang tdak dapat dihapus oleh siapzpun, sehingea
manusia tidak dapat menolak atau mencabut. menghapus, atay mengurang: dengan alasan apapun,
schinggs menghilangkan hak. asasi manusia dapat dikatakan schagai menolak anugerah Tuhan
vang merupan suatu dosa memurut hukum agama

3. Bahwa HAM bersifat _universal™ artinva bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan manusia atas
dasar ras. wama kulit, jems kelarmn, golongan maupun agama atau warga negara. Universal artinya
hak-hak tersebut sama nilainyva dimanapun manusia 1tu berada. hak vang dimibika ofch bangsa
Indonesia maupun bangsa lainmya.

Ada 2 {dua) hak ssass manusia vang bersifat absolute /mutlak  dan hak asasi manusia yang
bersifat relataf | vaitu ;
|. Hak asasi bersifat absohut atou rmutlak. artinva hahwa hak-hak tersebut tidak dapat dikurang.
dihapus atau dilangpar dalam keadasn apapun atau atas dasar apapun dan oleh siapapun. Hal mi
schagamana discbutkan dalam pasal 4 UL No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asast Manusia,
sehagm benkad: Hak uniuk hidup, hak uniuk odak disiksa, hak kebebasan pnbadi, prkaran dan had
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan
persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntue atas dasar hukum vang berlaku
surut adalah hak asasi manusia vang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun dan oleh

slapapun .

a. Hak vang paling utama bag manusia adalah hak untuk hidup. karena Tuhan menciptakan
manusia untuk memberikan kehidupan manusia sejak masth di dalam kandungan sampai
batas wakiu vang telah ditentukan sehingga perampasan hak untuk hidup merupakan
pelanggaran hak asasi manusia vang paling berat. Seperti diketahui di Amenka Serikat
pmﬂ@ﬂsﬂuhukummnmtﬁndap sepasang suami istm vang telah dimaduh
rahasia senpata alom. Kemuodian dikalangan nmwakaluuhﬂmkmdnnﬂmm

menghmdarkan suami istn torsebut dan hubarmsan mati vang telah dijatuhkan, dengan jalan
mengajukan permohonan kepada Pemenntah untuk merubah hukuman i
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b Didalam kenvataannya temyata bahwa apabila hakim menjatubkan hukuman mati it oleh
kepala negara senng dirubah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman pemjara
sementara . (Prof. Satochid Kartanegara SH. Hukum Pidana, Bagian kedua hal 342 ),

= Hak asasi vang bersifat relarif artinya adalah bahwa dalam sinuasi dan kondisi tertentu hak-hak

ABASH Manusia kmegmnda;usajadihmmgihﬂdmimulasandmpuﬁmhmgm}mg wajar,
layak dan ditetapkan dengan peraturan hukum, misabnva setiap orang memiliki hak unnk
memperoleh pekerjaan vang lavak Tetapi dalam kenvataanmva, tidak semua orang dapat
memperoleh kesempatan vang sama dalam pekerjaan, karena untuk mendapatkan suatu pekerjaan
vang lmvak hans memenubi persvaratan tertentn. lapangan pekerjaan, svarat-svarat keahlian dan
pendidikan terientu dan sebagaimva, Demikian juga dengan hak-hak lain seperti hak untuk
memperoleh pendidikan, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan seterusnya 1tu
tergantung kepada Kondisi dan fakior- faktor tertentu vang mendukungnva

PENGATURAN MENGENAI HAK-HAK TERSANGKA/T ERDAKWA
DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), meskipun seseorang

telah dinvatakan sehagai tersangka, namun didalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP, hak-hak
fersangha tersebut tetap dilindung dan hal i menunjukkan bahwa negara - melindung)
warganegaranya meskipun warganegam terschut diduga telah melakukan tindak pidana, schingga
ditetapkan sebaga tersanpka

Undang-Undang memberi wewenang kepada nogara unuk melindungl  warganegaranya,
walaupun warganegora tersebut kebetulan mem andang predikat sebaga tersangka, vaitu |

4 Perlakuan vang sama atas dinl sctiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan
periakuan;

b Setiap orang vang disangka, ditangkap, ditshan. dituntut dan aan dihadapkan dimuka sidang
pengtadilan wajib changesp tidak bersalah sampar adanya putusan pengadilan vang menyatakan
kesalahanmya dan memperoleh kekuatan hukoum vang tetap;

€ Setiap orang yang ditangkap, ditshan. dituntot dan atau dihadapkan dimuka sidang
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampar adamva purusan pengadilan vang mienyatakan
kesalaharimya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

d  Bahwa setiap orang vang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan
hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirnya;

¢ Bahwa Tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan sclain wajib diberitahu
dakwaan dan dasar hukum apa vang didakwakan kepadamva, Juga wayib diberitahu hakva it
termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah hukum acara pidana di negara kita
telah mengatur dan melindungi hak-hak tersangka jaub-jauh hari sebelum cra reformasi fahir. Hak-hak
fukum vang diberikan kepada tersangka didalam KUHAP berkaitan dengan perlindungan hak
asasi manusia dan hak warganegara. Meskipun peraturan perundang-undangan telah jelas
mengatur tenfang  ketentuan-ketentuan untuk menetapkan bahwa seseorang yvang diduga
melakukan tindak pidana dapat ditetapkan menjadi tersangka dan juga hak-hak yang diberikan,
namun kenyataanya sudah menjadi rabasia umum didalam praktek masih terjadi tindakan —
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tindakan dan cara-cara vang menyimpang dari vang felah ditentukan, karena pejabat/aparat

pencgak hukum vang melaksanakanmya temyata tidak mematuhi dan nidak berpedomana kepada

ketentuan-ketentuan vang berlaku.

hak-hak Tersangka' Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-undang vang berlaku baik vang
diatur dalam ketentuan pidana formal (KUHAP) maupun di dalam ketentuan-ketentuan pidana materul
vang antara lamn :

| Hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum (pengacara) sesuai yang dikehendaka oleh
Tersangka/Terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan baik pemyidikan, penuniutan maupun pada
tahap pemeriksaan dimuka sidang dan eksekusinva, schagumana diatur dalam pasal 54, 55
KUHAP. Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelss dalam bahasa yang dapat
dimengertinva tentang apa vang disangkakan kepadamya pada waktu pemeriksaan dirulai;
(pasal 51 butir a KUHAP),

3 Hak terdakwa untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa vang dimengertinya tentang apa
vang didakwakan kepadanya: (pasal 31 butir b KUHAPY,

3 MTW&@“EMWWM&WMMM
hakim; (pasal 52 KUHAP),

1 Hak Tersangka/Terdakwa setiap waktu untuk mendapatkan bantuan juru bahasa; (pasal 33
KUHAP),

5 Hak Tersangka/Terdakwa untuk didampingi pengacara’ penaschat hukum dalam setiap
tingkat pemeriksaan dengan Cumo-cuma {tanpa harus ia menuniuk) dalam hal 1a disangka/
didilowa melalaskan tindak pidana vang diancam dengan pidana mat1 ata pidana penjara selama 13
tahun atau lebih: (pasal 56 av at (1) KUHAPY),

6, Hak Tersangka/Terdakwa vang dikenakan penahanan untuk menghubungi penasehat hukumnva,
(pasal 37 ayat | KUHAP),

7 Tersangka/Terdakwa vang berkebangsaan asing vang dikenakan penahanan berhak untuk
menghubungs dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadap proses perkaramya;
(pasal 57 avat 2 KUHAP);

- Tersangka/Terdakwa vang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menenma kunjungan
dokter pribadima unfuk kepentingan kesehatan: (pasal 58 KUHAP),

O Tersangka/Terdakwa vang dikenakan penahanan berhak diberitahukan oleh pejabat vang
berwenang pada semua tingkat pemeniksaan kepada keluarganya atau orang lain  untuk
mendapatkan jaminan penangguhan atau bantuan yang diperlukan tersangka/terdakwa untuk
mendapatkan bantuan hukum/jaminan penangguhan; (pasal 59 EUHAPY;

1. TersangkaTerdakwa secara langsung atau dengan perantara penascha hukumnya untuk
menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal tdak ada hubungannya
dengan perkara tersangka/fterdakwa; (pasal 61 KUHAP);

11. Tersangka'Terdakwa berhak mengirim surat kepada penaschat hukumnya dan menerima surat dari
penasehat hukumnyva dan sanak keluarga setiap kah yang diperiukan olehnva; (pasal 62 ayat |
KUHAP)

12. Tersangka/Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohamawan ; (pasal
64 KUHAPY:,

13 Terdakwa berhak untuk diadih disidang pengadilan yang terbuka untuk umum; (pasal 64 KUHAP),
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14. Tersangka/Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atay sescorang
vang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya; (pasal 65 KUHAP),

15, Terdakwa berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan ungkat pertama; (pasal
67 KUHAP);

16 Tersangka/Terdakwa berhak untuk menuntwt ganti rugi dan rehabilitasi karens ditangkap,
ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lam tanpa alasan yang berdasarkan Undang-
undang atau karena kekeliruan mengenar orangnya atau hukum vang ditetapkan: {pasal 68 jo pasal
95 avat | KUHAP),

I7. Tersangka berhak memperoleh turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan
pembelaannya; (pasal 72 KUHAP);

I8, Tersangka berhak mengajukan tuntutan/gugatan Praperadilan kepada Pengadilan vang herwenang
lentang sab atau tidakmya penangkapan. penahanan. penghentian Penvidikan atau
penghentian Penuntutan disertai dengan menyebutkan alasan-alasannya; (pasal 77, pasal 78
KUHAPY),

19 Tersangka berhak memperoleh pemberitahuan dari penyidik uniuk mendapatkan bantuan hukum
sesum dengan ketentuan pasal 56 KUHAP sebelum dimulainya pemeriksaan olel Pemadik
karena dismngka telah melakukan suatu tindak pidana; (pasal 114 KUHAP):

20, Dalam pemenksaan ditingkat penvidikan tersangka berhak untuk mengajukan saksi yang
menguntungkan untuk didengar keteranganmy a vang dituanglam dalam Berita Acara; (pasal 116 avat
3 KUHAP),

21. Tersangka berhak memperoleh pemberitaluan, salinan dari Surat Ketetapan Penghentian Penuntitan
dan dalam hal ia berada dalam tahanan sementara maka ia berhak dibebaskan dari tahanan
sementara (pasal 140 ayat 2 butir b KUHAP);

22 Tersangka/Terdakwa berhak memperoleh salman atau turunan dan Surat Pelimpahian Perkara beserta
Sural Dakwaannya, dalam hal Penuntut Umum telah melimpahkan Berkas Perkara an tordakwa
vang bersanghutan ke Pengadilan vang berwenang, (pasal 143 avat 4 KUHAP):

3. Tadakwa berhak mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaramva
atau dakwaan tdak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan; (pasal 156
KUHAPY;

4. Terdakwa berhak mengajukan pembelaan setelsh jaksa Pemuntut Unium membacakan Tuntutan
Perkara (Requisitonr ) (pasal 182 avat | sub b KUHAP):

25. Dalam perkara tindak pidana ningan (perkara vang diancam pidana penjara atau kurungan
paling lama tiga bulan) terdakwa dapat/berhak menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk
mewakilinya dimuka persidangan; (pasal 213 KUHAP),

<6 Terdakwa berhak mengajukan perlawanan kepada Pengadilan vang menjatubkan putusan dalam
tenggang wakiu 7 hari dalam hal ia diputus diluar kehadirannya dan putusan it berupa
pemindahan perampasan kemerdekaan; (pasal 214 ay at 4,5 KUHAP),

7. TMEWWNMMWMWMMM
berlaku'yang dijadikan scbagmi dasar untuk memeriksa, mengadili atau penudanaan baginva,
{pasal 221 KUHAP);
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2% Terdakwa berhak untuk diberikan salinan petikan Surat Putusan Pengadilan segera setelah putusan
diucapkan; (pasal 226 avat | KUHAP),

70 Terdakwa berhak mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinzei terhadap putusan
Pengadilan Negeri berkenaan dengan perkaramva. (pasal 233 jo pasal 67 KUHAP).

30, Terdakwa berhak mencrima pemberitahuan atas 151 Surat Putusan Pengadilan Tmgm
berkenaan dengan perkara pidana atas dumva melalo pamtera Pengadilan Negen sctempat: (pasal
243 avat 2 KUHAPY.

31. Terhadap putusan perkara pidana tingkat terakhir oleh Pengadilan selain olch Mahkamah
Agung, terdakwa berhak mengajukan permintamn pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung:
(pasal 244 KUHAP).

32, Terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka terdakwa berhak
mengajukan kontra memori kasasi Mahkamah Agung RL (pasal 248 avat 6 KUHAP).

Hahwa disamping hak-hak tersangka/terdakwa vang secara umum diatur didalam ketentuan
pidana formil (KUHAP) scbagaimana butiw | sid 32 terschut dinstas masih terdapat beberapa
ketenfuan yang secara khusus menganrr tentang hak-hak Tersangka/ Terdakwa didalam perkarn padana
yaity antara lain didolam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 didalam perkara pidina pada hnghup
peradilan anok : Undang- Undang  Nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM. UL nomor 26 tahun 2000

tentang Pengadilan HAM

IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN HAK-HAK
TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia termasuk dalam rangka pemberian
jaminan dan perlindungan atas hak-hak tersangka/terdakwa schagumana terscbut dalam
ketentusn Undarme-undang.  Implementasi hak-hak iersangka’ terdakwa didalam perkara pidana
haruslah menjamin Hak-Hok asasi manusia dan juga hak tersangka/terdakwa sebagm
warganegara haruslah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesua dengan vang diamanatkan dalam
Undanp-undang karena
(1) 'I'Wwﬂﬂkmﬂaﬁh%gﬂpﬂﬂywﬂauﬂimﬂd@sﬁlﬁhﬁhﬁﬁwﬂh
mWWWWWM@;mgIM
(2) Karena posisi/kedudukannya berada dibawah kelumsann aparat penegak hubum apalog
dalom status “ditshan”. maka dengan perlindungan atas hak-hakmya terscbut dijamin oleh
Undang-undang ditarapkan hak-hak asasinya sebagai manusia agar tetap dilindung
Walaupun secara umum hak-hak tersangka’terdakwa telah dijamin dalam Undangamdang secara
penuh dalam rangka penanganan perkara pidana, namun masih terdapat beberapa hak-hak vang belum
dapat diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan amanat Undang- -undang vaitu antara lam:

{1) Hak Tersangka/Terdakwa untuk memberikan ketermngan sccarn bebos dihadapan pemenksa
terutama ditingkat pemyidikan sebagaimana vang diamanatkan dalam pasal 52 KUHAP, Hal
ini disebabkan karena berbagai faktor vaitu :

a. Tersangka/Terdakowa pada umumnva ada pada posisi yang lemah, tdak berdaya dan
berada dibawah tahanan mental psykolomis vang datang dan  dalam  din
Tersangka/Terdakwa (inner influence).




b Adanya kemauan‘keinginan subycktif dari pemeriksa/penyidik dalam rangka
mendapatkan alal bukti vang kuat dalam penwidikan sehingea penvidik berusaha
memperoleh keterangan-keterangan vang dikehendaki dari tersanpka. Bahwa
dengan demikian tersangka tidak dapat memberikan keterangan vang bebas sesuai hati
MUrannva

(2) Hak Tersangka/Terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan
dan ditumtut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan vang sah sesuai ketentuan

Undang-undang vang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam pasal 68 jo pasal 95 avat |

KLIHAP

Hak Tersangka/Terdakwa ini pelaksanaan dilapangan temvata belum dapat dilaksanakan

secara maksimal, hal ini antara lain disebabkan

a. Pada umumnya Tersangka/Terdakwa enggan untuk memperpanjang urusan karena

dengan mengajukan gugatan ganti rugi/rehabilitasi tersebut berarti ia hams
berkorban lag wakiu, tenaga dan biava

b. Budava sebagaian besar bangsa di Indonesia selain permisif {pemaaf) juga mengangeap

bahwa samua keadaan termasuk derita vang telah ia alami (penagkapan, penahanan
tersebut) adalah menjach takdir dan perjalanan hidup vang harus ia lalui.

¢. Gugatan/tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi tersebut besar kermungkinan tidak berhasil

karena pada umumnyva secara formul tindakan hulkum yang dilakukan pejabat vang
berwenang (uniuk melakukan penangkapan, penahanan) selalu didosarkan pada
landasan hukum vang menjadi dasar wewenangnya,

d. Gugatan/untutan ganti rug walaupun berhasil/ dikabulkan hakim realisasinva akan
memakan wiktu dan proses yang panjang karcna secara khusus dana/ansgaran untuk
pembayaran ganti rugi tersebut belum dianggarkan oleh masing-masing instansi penegak
hukum, sehingga untuk realisasi atas putusan hakim tentang pembavaran ganti rugi harus
dimintakan secara tersendiri kepada Pemerintah melalui Departemen Keunngm

(3) Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan tuntutan praperadilan temtang sah atau
bidaknya suaty penangkapan atan penahanan baik vang dilakukan olech Pemvidikan ataupun
oleh Penuntut Umum sebagaimana diamanatkan pasal 78,79 KUHAP

Hak tersangka/terdabova dimaksud selama ini tidak berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan

pengeugat/penuntut ( Tersaugla/Terdakwa) atau dengan kata lain schagian besar tuntutan atau
gugatan Praperadilan terebut gagal dan tidak dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain
dischablean -

2 Ketentuan Undang-umdang menenlukan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai
diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemerksaan mengenai permintaan
praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut pugur™; (pasal 82 avat 1 huruf d
KUHAP). Bahwa dengan ketentuan terscbut diatas memberi peluang kepada
termohon gugalan praperadilan (penyidik, Penuntt Umum) akan berusaha secepat
mungkin untuk melimpahkan dan menyidangkan perkara yang bersanglutan sebelum
gugaian perkara tersehut diputuskan oleh halam. Sehingga begitu pokok perkara telah mulai
diperiksa dan perkara gugatan Praperadilan belumn putus, maka pugatan Praperadilan it
dengan sendirinya menjadi gugur.



b Seperti halnva pada hak Tersangka/Terdakwa untuk menuntut ganti rugi/rehabilitasi. maka
salah sam faktor penvebab tidak efcktifiva hak atas tuntuan praperadilan adalah faktor
adanva sikap/pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia vang tidak menghendaki
berurusan dengan suatu masalah yang lebih memerlukan pengorbanan waktu, tenaga,
pikiran dan biava dengan mengajukan gugatan Praperadilan tersebut, lebib-lebih kalu
Tersangka/Terdakwa yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan praperadilan
ini tidak mempunvai kemampuan vang memadm bak dan sem financiall - maupun
pengetahuan tentang berperkara di Pengadilan.

mmmmﬁmmmwmﬂmmmm.ym
kebenaran vang selengkap-lengkapmva dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan
hukum secara jujur dan tepat, dengan (ujuan untuk mencan stapakah pelaku vang dapat didakowakan
sugty pelanggaran hukum dan sclanjutrva minta pemenksaan dan putusan pengadilan guna menentukan
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang vang didakwa itu dapat
dipersalahkan

Bahwa dalam pelaksanaannya KUHAP harus melindungi kepentmgan masyarakat dan
kepentingan lersangka Pada dasamya masyarakal harus dijaga jiwa dan raganya terhadap segala
kejahatan atau pelanggaran vang dilakukan oleh seseorang individu Oleh karenanya untuk
memulihkan rasa keadilan didalam masvarakat, setiap orang vang bersalah melakukan tindak
pidama haruslah ditmtut dan dipidana dan berat ringannya hukuman atau pidana Tersangka
fisesuaikan dengan tingkat kesalshan dan rasa keadilan vang ada didalam masyarakal.

Disisi lain terhadap pelaku tindak pidana harus mendapat perlindmgan dan diperlakakan
-acara manusaw scami hak ssasiva dan berat ringannyva hukuman didasarkan pada tingkat kesalahan
dan kualitas perbuatenmva., Bahwa dalam KUHAP telah diatur tentang apa hak-hak Tersangha/
Terdakwa disansping mengaiur pula bagaimana prosedur yang dilakukan oleh alat perlengkapan
negara sebagal penegak hukum melaksanakan fungsi dan perannya dalam proscs pemyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dimana masing-masing yang memjalankan peranmya adalah
schagm Penvelidik. Pemadik, Pemuntut umum dan Hakim,

Dalam menafsickan akan makna hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berbeda
disamping masing-masmg pihak juga berprinsip pada haknva vang ada, hal ini dapat berpengaruh pada
hambatan tidak terlaksananva asas vang dikchendaki dalam KUHAP. Hal-hal Yang Menjad
Kendala Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka vang diatur dalam KUHAP antara lamn:

a  Dalam hal penerapan asas praduga tidak bersalah bahwa dengan berlakunya masing-masing
hak secara beriringan dan masing-masing pihak berprinsip atas haknya maka pelaksanaan
hak terschut dapat terjadi tumpang tindih yang berakibat hak vang satu tidak dapat terpenuhi.
Hal ini dapat dimungkinkan kurangnva pemahanan schagian masvarakat atas apa yang
menjadi hakTersmeka/ Terdalowa terscbut. Dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi
Tersangka' Terdakwa apabila memang kecendenmgan bahwa diantara aparat penegak hukum
justru tidak memenuhi kewajiban schagai prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, maka
aspek pengawasan terhadap aparat dimaksud yang menjadikan kendala

b. Dalam hal perlindungan hokum terhadap Tersangka/ Terdakwa khususnva dalam
perlindungan keamanan tersagka/terdakwa secara chplisit belum diatur dalam KUHAP.
Schingga dalam pelaksanaannva dapat dimungkinkan terjadi kerancusan dalam penempatan




tempat perlindungan keamanan bagi tersangka, mengingat hal tersebut belum diatur dalam
KUHAP.
Kendala vang dihadapi berkaitan dengan hak tuntutan rehabilitasi dapat dimungkinkan
. asma wakty vaiu dengan adanya batas waktu selama 14 hari dalam mengajukan permohonan
varg apabila melewnt batis waktu tersebut terlewati maka hak tuntuian menjadi gugr.
Pelaksanaan aiau implementasi dan hak-hak Tersangka/ Terdakwa berupa Asas praduga tidak
Sersalah dan HAM. perlindungan hubum dan bantuan hukum serta pemulihan hak dan rehabilitasi
&alam rangka penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena adamva
membatan dan kendala pﬁk@imgmimaﬁmmi}mgm@mﬂmmmmmn
ﬂm.ﬁaﬂmkﬁam&ﬁmml&WhmmidmmﬂﬂﬂmﬁagamgmkMum
‘ain akan mudah terakses oleh pihak luar, sehingga masvarakat akan cepat merespon dan dari
fasil respon masyarakat bisa positifbisa negative termasuk langsung memvonis “bersalah” bagi
scorang yang masth dalam proses pemyidikan, pemmtutan/pemeriksaan di persidangan vang
Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah Menyimak don fakta yang muncul dalam pelaksanaan
prakick penanganan perkara pidana khususnya vang berhubungan dengan hak-hak Tersangka atau
Terdakwa, selama ini cendenmg menunjukan belum sepenuhnva hak-hak Tersangka/Terdakwa dapat
=menubn

PENUTUP

Undmgamdang Disar 1945 telah mengamanatban “segala wargs  negara  bersamaan
bedudukanmya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualimyva sehingga
meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersanghka. menuna undang-undang No® tahun
1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka terscbut tetap dilindungi dan hal ini menunyukian
Sahwa negara melindimgi warpa negara tersebut yang diduga telah melakukan tindak pidana; Bahwa di
afam KUHAP hak-hak Tersangka atau Terdakwa telah diberikan perlindungan dan bantuan hukum.
pemilikan hak dan rehabilitas telah memadai, sehingga KUHAP telah menjamin adanva asas praduga
&k bersalah serta asas Equality Before Law atau asas persamaan didepan hukum; bahwa meskipun
secara umum hak Tersangka atau Terdakowa telah dijamin dalam undang-undang, namun dalam
mmplementasinva belum secara penuh dan masih terdapat beberapa hak vang belum dapat
sepenuhnya sesus dengan amanat undang-undang oleh karcna itu ada beberapa hal yang periu
Sperhatikan dalam penerapan jaminan hak-hak tersangka/terdakwa vang telah diatur dalam
KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lam yaitu ;
L Meskipun telah culap banyak peraturan Perundang-undangan vang mengatur hak Tersangka atau
hak Terdakwa akan tetapi dalam pelaksanaan perlu lebih ditingkatkan dari vang telah ada
schingga dapat menjamin kepastian hukum;
Perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang adanya hak Tersangka atan Terdakwa:
Perlu peningkatan dalam melaksanakan hak tersangka atau Terdakwa bagi aparat penegak
hukum agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hak asasi manusia; Perlu pembinaan
' secara tekmis dan terus menerus schingga prosedur dan ketataatan ugas dapat dipenuhi dan
kekeliruan dapat dihindan atau setidak-tidaknya dapat diminimalisir

pd
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